BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN BUDAYA HEMAT ANGGARAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan
keungan dan barang milik daerah secara tertib, efektif,
efisiensi dan akuntabel, dipandang perlu untuk
mengatur Budaya Hemat Anggaran di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
menegaskan bahwa Keuangan Daerah dikelola secara
tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif,
efisiensi, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan
manfaat untuk masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Budaya Hemat Anggaran di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4270); '

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 4438);



~

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN BUDAYA
HEMAT ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah  Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas
dan fungsinya.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun
berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

7. Budaya Hemat Anggaran adalah kepedulian Pegawai Negeri Sipil Daerah
untuk berperilaku hemat dalam penggunaan anggaran dan sumber
daya.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Budaya Hemat Anggaran dimaksudkan agar SKPD melaksanakan
penghematan dalam kegiatan sehari-hari dikantor.

(2) Budaya Hemat Anggaran bertujuan agar terwujudnya penyelenggaran
pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis.

BAB III
PELAKSANAAN BUDAYA HEMAT ANGGARAN DI SKPD

Pasal 3
Budaya Hemat Anggaran dilaksanakan di SKPD dengan cara:

a. anggaran belanja yang sifatnya disediakan harus direalisasi sesuai
kebutuhan; dan

b. penggunaan sumber daya listrik dan air dilakukan sehemat mungkin.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Budaya Hemat
Anggaran di SKPD.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Tim Penilai.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penilai sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB V
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 5

(1) Bupati memberikan penghargaan kepada SKPD yang melakukan
penghematan anggararn.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis penghargaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 6

~ (1) Bupati memberikan sanksi kepada SKPD yang tidak melaksanakan
budaya hemat anggaran.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksu pada ayat (1) diberikan kepada SKPD
berdasarkan pertimbangan dari Tim Penilai.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur.
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